
 

 

 

 

 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 
PROVINSI JAMBI  

 

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT 

NOMOR  13  TAHUN 2024 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Daerah Nomor    Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun  Bangko dan 

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

SALINAN 



 

 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5588 ) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4575); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) Sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 65 
tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2010 nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 5155); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
4616); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 6322); 

 

 
 
 



 

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Repuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5); 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat Tahun 2022 Nomor 1); 

 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 3); 

 
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 

Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 

 

21. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Nomor 37 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur 

Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat; 

  



 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2023. 
 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas: 

a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp.    128.818.246.430,46 

2. Pendapatan  Transfer  Rp. 1.364.638.482.085,00 

3. Lain-lain Pendapatan  

yg sah    Rp                            0,00 
Jumlah Pendapatan  Rp.  1.493.456.728.515,46 

b. Belanja 
1. Belanja Operasi    

a) Belanja Pegawai  Rp.     444.479.924.638,10 

b) Belanja Barang dan Jasa Rp.    426.859.878.825,43 
c) Belanja Subsidi  Rp.        3.000.000.000,00 
d) Belanja Hibah  Rp.       73.180.625.211,14 

e) Belanja Bantuan Sosial Rp.           2.360.000.000,00 

 

2. Belanja Modal    
a) Tanah     Rp.           464.719.744,00 

b) Peralatan dan Mesin Rp.      91.982.298.449,69 

c) Gedung dan Bangunan Rp.    162.453.283.839,91 

d) Jalan, Irigasi dan 

Jaringan   Rp    327.845.750.482,61 

e) Aset Tetap Lainnya  Rp       9.550.491.737,92 
f) Aset Lainnya   Rp            84.525.000,00 

 

3. Belanja Tidak Terduga 
- Belanja Tidak Terduga Rp.                             0,00 

 

Jumlah Belanja  Rp.  1.542.261.497.928,80 
 

c. Transfer    
Transfer Bagi Hasil ke Desa 

1. Bagi Hasil Pajak  Rp       3.244.922.277,00 

2. Bagi Hasil Retribusi  Rp                            0,00 

3. Transfer Bantuan Keuangan 

 ke Desa    Rp    204.497.681.885,00 

Jumlah Transfer  Rp      207.742.604.162,00 

Jumlah Belanja + Transfer Rp   1.750.004.102.090,80 

    Surplus/(Defisit)  (Rp   256.547.373.575,34) 

 

 

 

 

 
 



 

 

d. Pembiayaan 
1. Penerimaan   Rp.       417.525.889.632,72 

2. Pengeluaran   Rp.                                0,00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp.     417.525.889.632,72 

Sisa lebih pembiayaan  

Anggaran                              (Rp      256.547.373.575,34) 

       Rp      417.525.889.632,72 

       Rp    160.978.516.057,38 

Pasal 2 

 

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

(2) Ringkasan dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung 
Jabung Barat. 

 

Ditetapkan di Kuala Tungkal 
pada tanggal 29 Juli 2024 

 

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, 

 

                   ttd 

 ANWAR SADAT 

 

Diundangkan di Kuala Tungkal 

Pada tanggal 29 Juli 2024 

 

              PJ. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, 

 
                               ttd 

 
                          DAHLAN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  TAHUN 2024 
NOMOR 13 

 
 


